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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN

BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat

JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan

suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat

halal.

2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,

serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan
halal sesuai dengan syariat Islam.

4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH

adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin

kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,

pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk
membuat atau menghasilkan Produk.

6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia.
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7. Label.
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(2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
belum lengkap, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
surat permintaan tambahan dokumen kepada
pemohon.

(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen
kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan
tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima.

(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), permohonan Akreditasi LpH dinyatakan
ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 31

(1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan
ayat (21 dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LpH
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak
persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan
lengkap.

(2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 r
belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LpH
menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada
pemohon.
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(2) Pemohon. . .
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(2) Pemohon harus menyampaikan krarifikasi dan
menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan
kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LpH
dinyatakan ditorak dengan menerbitkan surat
penolakan.

Paragraf 4
Penetapan Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

Pasal 33

(1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan
Akreditasi LpH, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
rekomendasi kepada BpJpH untuk mendapatkan
penetapan Akreditasi LpH.

(2) Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 34

(1) Penetapan Akreditasi LpH oleh BpJpH sebagai dasar
penugasan LpH untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk.

(21 Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan
mengenai:
a. nama LpH;
b. alamat LpH;
c. nomor registrasi LpH; dan
d. lingkup kegiatan LpH.
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Paragraf 5 . .



















PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-
Paragraf 2

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi penyelia Halal

Pasal 54

(1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BpJpH,
perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang
terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oreh
BPJPH.

(3) Peserta pelatihan penyeria Halar yang dinyatakan
lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan penyelia
Halal.

Pasal 55

(1) Sertifikasi kompetensi penyelia Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasar 53 ayat (3) dilaksanakan oreh
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi
profesi.

(2) Peserta kompetensi penyelia Harar yang dinyatakan
lulus berhak
Penyelia Halal.

memperoleh sertifikat kompetensi

Pasal 56

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan
pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.
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Paragraf 3






